WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2016-2021

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

WALIKOTA BANJARMASIN,

bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah harus sesuai dengan kaidah-
kaidah yang termuat pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah serta tata cara perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Rencana Kerja Pembangunan Daerah;

bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016-2021 belum
sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 tersebut sehingga perlu disesuaikan,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor S Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Banjarmasin Tahun 2016-2021.



Mengingat

10.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesi Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoneria Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri
Nomor 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender Di Daerah (Berita Negara Republikindonesia
Tahun 2011 Nomor 927);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata
cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian
Lingkungan Hidup Strtegis dalam Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daera
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
459);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun
2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota



Banjarmasin Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah
Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 5);

19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Perangkat Daerah
Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
dan
WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 5
TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2016-2021

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Banjarmasin Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2016 Nomor 5) diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai
berikut :
1. Ketentuan Pasal 4 sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai

berikut :
“Pasal 4
RPJM Daerah disusun dengan sistematika :
BABI : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang dan dasar hukum
penyusunan Perubahan RPJMD. Selain itu juga dijelaskan
hubungan antara Perubahan RPJMD dengan dokumen
perencanaan lainnya, sistematika penulisan dan maksud serta
tujuan penyusunan Perubahan RPJMD.

BABII : GAMBARAN UMUM KOTA BANJARMASIN
Bab ini menguraikan tentang dasar-dasar analisis, gambaran
umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan
demografi, serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah
daerah meliputi aspek : kesejahteraan masyarakat, pelayanan
umum, dan daya saing daerah.

BABIII : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
Bab ini menguraikan tentang pengelolaan keuangan daerah
dalam lima tahun terakhir yang dijelaskan dalam laporan



BAB IV

BAB V

BAB VI

kinerja keuangan daerah dan analisis laporan keuangan,
kebijakan pengelolaan keuangan daerah, dan penghitungan
kapasitas riil keuangan untuk pendanaan pembangunan dalam
lima tahun ke depan.

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Analisis isu strategis akan menjelaskan butir-butir penting isu-
isu strategis yang dihadapi dalam pembangunan daerah.
Penyajian isu strategis meliputi permasalahan pembangunan
daerah dan isu strategis.

: VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menyampaikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota
Banjarmasin yang telah disepakati serta menjelaskan dan
menjabarkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala
daerah ke dalam tujuan dan sasaran secara terukur dan
spesifik yang akan dicapai selama lima tahun ke depan.

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM

. PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII

BAB VIII :

BAB IX

Dalam Bab ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai
tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi
terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap
strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian
tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program pembangunan
daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk
mendapatkan program prioritas. Program pembangunan
daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap
sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

: KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM

PERANGKAT DAERAH

Dalam Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian
visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam
renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu
indikatif target, Perangkat Daerah Penanggungjawab
berdasarkan bidang urusan.

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Dalam Bab ini penetapan Indikator kinerja daerah bertujuan
untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan
pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala
daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU)
daerah dan indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK)
pada akhir periode masa jabatan.

: PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin

pada tanggal 19 “ovember i 18
WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA
Diundangkan di Banjarmasin

pada tanggal 2C Wovember (18
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

HAMLI KURSANI
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2018 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN:
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